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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30/PMK.08/2012 
TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN  

PENJAMINAN PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, telah dialokasikan Anggaran Kewajiban 
Penjaminan Pemerintah; 

b. bahwa untuk menghindari pengalokasian Anggaran 
Penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam 
satu tahun anggaran, menjamin ketersediaan dana 
yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin 
pembayaran klaim secara tepat waktu, dan 
memberikan kepastian kepada pemangku 
kepentingan, Anggaran Kewajiban Penjaminan 
Pemerintah perlu dikelola secara tertib, efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, dipandang perlu mengatur 
mengenai tata cara pengelolaan Dana Cadangan 
Penjaminan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam suatu 
Peraturan Menteri Keuangan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban 
Penjaminan Pemerintah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang 
Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang 
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Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh 
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan 
Penyediaan Air Minum; 

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan 
Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 

10. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan 
dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum 
Negara; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan dan 
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk 
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga 
Listrik Yang Menggunakan Batubara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh 
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan 
Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.011/2011; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas 
Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 
260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA 

CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN 
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang 

tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang 
timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur 
dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 

2. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah 
terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang 
memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban 
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam 
proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan 
infrastruktur. 

3. Penerima Jaminan adalah Kreditur yang menjadi pihak yang 
memberikan pinjaman dalam perjanjian pinjaman atau Badan Usaha 
penyedia infrastruktur dalam perjanjian kerjasama Pemerintah dan 
swasta, yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah atas haknya 
sesuai yang diperjanjikan. 

4. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

5. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang 
didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk 
melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian 
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.  
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6. Pihak Terjamin adalah BUMN/BUMD/Penanggung Jawab Proyek 
Kerjasama yang bekerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan 
perjanjian pinjaman/kerjasama. 

7. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Kepala Daerah atau 
BUMN/BUMD dalam hal Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek 
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui 
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. 

8. Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari 
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu 
Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.  

9. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening 
milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang 
digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan. 

10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
Menteri Keuangan. 

11. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN 
adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah. 

12. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

13. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara. 

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah 
Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 
untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. 

16. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disebut UAKPA-BUN adalah unit akuntansi instansi 
yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat 
satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan 
oleh Menteri Keuangan selaku BUN. 

18. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SP-RKA adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut 
unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan kerja-satuan 
kerja berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran. 
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